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ABSTRAK 

 

Deni Purwati (8015152223). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

pada bagian Satpel pendataan dan penagihan UPPRD Jatinegara. Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi 

dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

 

Laporan PKL ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang 

dilakukan selama PKL dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

akademik dalam melaksanakan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 

Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

Kantor UPPRD Jatinegara beralamat di JL. DI. Panjaitan, Kav 

55,Cipinanng Cempedak,  Jakarta Timur. UPPRD Jatinegara didirikan 

pemerintah untuk menyediakan jasa pelayanan teknis terhadap pemungutan pajak 

retribusi di daerah Jatinegara. 

 

PKL ini dilaksanakan selama 1,5 (satu setengah) bulan, yang dimulai 

pada tanggal 18 Juli sampai 31 Agustus 2017 dengan waktu kerja dari Senin 

sampai Jumat. Waktu kerja untuk hari Senin sampai Kamis dimulai dari pukul 

07.30 s/d 16.00, sedangkan di hari Jumat dimulai dari pukul 07.30 s/d 16.30. 

Kegiatan rutin yang dilakukan Praktikan adalah mengelola pendataan objek 

pajak dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi PBB-P2. 

 

Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan dan 

mengembangkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan juga 

keterampilan mahasiswa. Pada awal kegiatan PKL, terdapat beberapa kendala 

yang dihadapi Praktikan, namun kendala tersebut bisa diatasi dengan melakukan 

komunikasi dengan pihak UPPRD Jatinegara yang terkait. 
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 KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) serta dapat menyelesaikan laporan PKL dengan tepat 

waktu dan tanpa halangan yang berarti. 

 Laporan PKL ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis laksanakan 

pada saat dilapangan yakni di Satpel pendataan dan penagihan Unit Pelayanan 

Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara,  yang beralamat di Jalan D.I 

Panjaitan Kav. 55, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 

 Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu persyaratan akademik 

yang harus ditempuh dalam menyelesaikan Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Selain untuk menuntaskan persyaratan 

akademik, kegiatan PKL ini juga memberikan manfaat kepada penulis dari segi 

pengalaman kerja yang tidak didapatkan saat berada di bangku kuliah. 

 Dalam penyusunan laporan PKL ini, penulis banyak mendapatkan 

pengarahan ataupun pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin 

mengungkapkan rasa terimakasih pada : 

1. Drs. Dedi Purwana, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

2. Suparno S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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3. Erika Takidah SE Ak. M.Si,  Selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

4. Dra. Sri Zulaihati, M.Si selaku dosen pembimbing PKL. 

5. Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara 

dan seluruh pegawai dan staff UPPRD Jatinegara, khususnya pada Satpel 

Pendataan dan Penagihan. 

6. Teman-teman Pendidikan Akuntansi A 2015 yang senantiasa memberikan 

saran dalam penulisan laporan PKL. 

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya laporan PKL ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari semua pihak. 

     

       Jakarta, 21 Oktober 2017 

 

       Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Ketatnya persaingan dalam dunia kerja menuntut manusia untuk 

mempunyai potensi yang unggul agar mampu beradaptasi dengan 

perkembangan dan perubahan zaman diseluruh aspek kehidupan. 

Perkembangan dan perubahan tersebut menuntut Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas, professional dan memiliki keterampilan khusus 

dalam suatu bidang tertentu yang diperlukan oleh perusahaan. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang 

sekaligus mata kuliah di Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan 

memberikan kesempatan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa. 

Dengan pelatihan kerja tersebut, mahasiswa diharapkan dapat melatih diri 

untuk menjadi SDM yang mampu menghadapi situasi kerja, yang nantinya 

mereka diharapkan dan dituntut untuk terampil, disiplin, kreatif, tekun, jujur 

serta mempunyai etos kerja yang tinggi. 

Bidang dalam pelaksanaan PKL disesuaikan dengan mata kuliah yang 

diampu dalam perkuliahan. Praktikan berkonsentrasi pada Pendidikan 

Akuntansi dan dalam hal ini mengambil materi yang sesuai dengan Praktikan 

yaitu dalam perpajakan dan retribusi daerah. Karena jika kegiatan yang 

dilakukan oleh Praktikan tidak sesuai dengan bidang Akuntansi, maka akan 
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menyulitkan kedua belah pihak, baik Praktikan maupun kantor pajak yang 

Praktikan tempati. 

UPPRD Jatinegara merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam 

pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah, kecuali Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kec. Jatinegara. 

UPPRD dipimpin  oleh Seorang Kepala Unit dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Karena yang diambil adalah bidang perpajakan, maka Praktikan 

mempelajari bagaimana proses akuntansi yang dilakukan oleh kantor UPPRD 

Jatinegara tentang perpajakannya yaitu tentang bagaimana proses penerimaan 

pendapatan retribusi asli daerah Jatinegara.  

Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, program PKL ini dapat menjadi menjadi pengalaman bagi 

Praktikan dalam dunia kerja tentang proses akuntansi penerimaan perpajakan 

daerah yang ada di UPPRD Jatinegara. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa.  

b. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data 

yang berguna dalam penulisan PKL dan Laporan Praktek Kerja.  

c. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat.  
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d. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi – UNJ 

dengan instansi Pemerintah atau swasta di mana mahasiswa 

ditempatkan.  

e. Pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi).  

f. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir 

 

C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1. Bagi UPPRD Jatinegara 

a. Realisasi adanya tanggung jawab sosial kelembagaan. 

b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 

antara UPPRD Jatinegara dengan Fakultas Ekonomi - UNJ. 

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 

2. Bagi mahasiswa 

a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 

b. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab 

dalam menjalankan suatu pekerjaan. 

c. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan menerapkan 

ilmu di bidang pekerjaan di dunis kerja nyata 

3. Bidang Fakultas Ekonomi 

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 

yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan/atau 
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perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan 

demikian Fakultas Ekonomi-UNJ dapat mewujudkan konsep link and 

match dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholder.
1
 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 

UPPRD Jatinegara dan ditempatkan di Satpel pendataan dan penagihan 

yang berfokus pada penyelesaian masalah PBB-P2. Berikut data 

perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 

Nama Perusahaan : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah   

(UPPRD) Jatinegara 

Alamat : Jl. D. I. Panjaitan Kav. 55, Cipinang Cempedak, 

Jakarta Timur 

Telepon  : (021) 85904454  

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan 1,5 (satu 

setengah bulan), yaitu dari tanggal 18 Juli sampai dengan 31 Agustus 

2017. Dalam melaksanakan PKL di UPPRD Jatinegara, waktu ditentukan 

oleh pihak kantor yaitu dari hari Senin sampai Kamis, pukul 07.30-16.00 

WIB dan  di hari Jumat pukul 07.30-16.30  WIB. 

Adapun perincian tahapan kegiatan yang Praktikan lakukan, yaitu : 

                                                           
1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Pedoman Praktik Kerja Lapangan, (Jakarta: Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2008) 
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1. Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan tahap mencari informasi mengenai 

perusahaan atau instansi pemerintah yang sesuai dengan pendidikan 

Praktikan di bangku kuliah dan tempat tersebut bisa menerima 

mahasiswa PKL selama waktu yang ditentukan oleh univeristas. 

Untuk itu Praktikan memilih UPPRD Jatinegara sebagai tempat 

Praktikan melaksanakan PKL. Setelah itu, Praktikan membuat surat 

pengantar permohonan izin PKL di bagian akademik Fakultas 

Ekonomi. Surat tersebut diberikan kepada Badan Perpajakan dan 

Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Timur untuk dibuatkan surat 

pengantar PKL kepada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

(UPPRD) Jatinegara. Praktikan memberikan surat  pengantar tersebut 

ke UPPRD Jatinegara pada bulan Juli 2017. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah mendapatkan konfirmasi penerimaan dari pihak 

UPPRD Jatinegara, Praktikan melaksanakan PKL sesuai dengan 

tanggal yang sudah diajukan dalam surat, yaitu tanggal 18 Juli s/d 31 

Agustus 2017. Untuk waktu jam kerjanya, Praktikan mengikuti 

ketentuan dari pihak UPPRD Jatinegara, yaitu Senin sampai Kamis 

pukul 07.30-16.00 dan untuk hari jumat pukul 07.30-16.30 WIB. 

3. Tahap pelaporan 

Penulisan laporan PKL dilakukan selama bulan Oktober 2017. 

Laporan ditulis dengan data yang sudah Praktikan dapatkan dari 
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UPPRD Jatinegara. Dan untuk kelengkapan data yang belum 

Praktikan peroleh, Praktikan mencoba untuk mencari di berbagai 

sumber.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah UPPRD Jatinegara 

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) adalah Unit 

Kerja Badan Pelayanan Pajak pada wilayah Kota Administrasi yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 297 

Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelum terbentuknya UPPRD 

sebagai unit pelayanan teknis perpajakan daerah, tugas dan fungsi pokok 

UPPRD merupakan satu kesatuan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas 

Pendapatan Daerah. 

Dinas Pendapatan Daerah (DPP) merupakan salah satu unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk pertama kali pada  11 

September 1952.  DPP sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan 

nama dan struktur organisasi. Berikut beberapa perubahannya: 

1. Suku Bagian Padjak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah 

Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No 18/D.K tanggal 11 

September 1952. 

2. Bagian Padjak (1956-1965). 

3. Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-1967) 

berdasarkan Surat Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 

1966.
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4. Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 

September 1968. 

5. Kantor Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan 

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 

Februari 1975. 

6. Dinas Padjak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan 

Gubernur KDKI Jakarta No B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Agustus 

1976.  

7. Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983-2007) berdasarkan 

Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No 890 tahun 1981. Dan terakhir 

pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta 

mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapaan Daerah 

DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta. 

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 ini, 

Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan 

Peraturan Gubernur No 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta. 

8. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 3180 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Kepada Para Kepala Bidang, Para Kepala Suku Badan Pelayanan 

Pajak, Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah  
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(UPPRD) dan Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor  

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam 

Melaksanakan Tugas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; 

9. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 196 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Kepala Badan Pelayanan Pajak Kepada Para Kepala 

Bidang, Para Kepala Suku Badan Pelayanan Pajak, Para Kepala Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah  (UPPRD) dan Para Kepala Unit 

PKB dan BBN-KB Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan 

Pemungutan Pajak Daerah. 

10. Peraturan Gubernur No. 262 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; 

11. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur No. 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pelayanan Pajak. 

12. Peraturan Gubernur No. 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. 

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) merupakan 

Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pemungutan seluruh pajak 

daerah, kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. UPPRD dipimpin oleh Seorang Kepala Unit yang 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 



10 
 

 
 

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 297 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan 

Pajak dan Retribusi Daerah merinci lebih lanjut mengenai kedudukan, 

tugas dari masing-masing susunan organisasi tersebut. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPPRD 

Jatinegara kota Administrasi Jakarta Timur didukung dengan bebarapa 

kegiatan yang dibiayai oleh DPA APBD, oleh karena itu sesuai dengan 

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 

tentang pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik 

(good governance) yang salah satunya adalah melaksanakan prinsip 

akuntabilitas yang juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus 

bahan evaluasi kinerja untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan 

pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara Kota 

Administrasi Jakarta Timur. 

Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah Jatinegara Kota Administrasi Jakarta 10.64m
2 

dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

Sebelah utara  : rel kereta api atau berbatasan dengan wilayah Kecamatan 

   Matraman dam Kecamatan Pulogadung 

Sebelah timur   : Kali Sunter atau berbatasan dengan wilayah Kecamatan 

   Duren Sawit 
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Sebelah selatan : Jl. MT. Haryono dan Kali Malang atau berbatasan 

   dengan Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Makasar.  

Sebelah barat : Kali Ciliwung atau berbatasan dengan Kecamatan Tebet, 

  Jakarta Selatan. 

Adapun berdasarkan pembagian wilayah kerja pemerintah, 

Kecamatan Jatinegara di bagi dalam 8 (delapan) kelurahan, yakni ; 

1. Kelurahan Cipinang Besar Selatan 

2. Kelurahan Cipinang Besar Utara 

3. Kelurahan Cipinang Muara 

4. Kelurahan Rawa Bunga 

5. Kelurahan Kampung Melayu 

6. Kelurahan Bidara Cina 

7. Kelurahan Cipinang Cempedak 

8. Kelurahan Bali Mester 

 

B. Visi dan Misi 

Visi dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara 

ialah menjadikan UPPRD Jatinegara sebagai organisasi yang efisien dan 

efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari 

masyarakat. 

Sedangkan misi dari UPPRD Jatinegara ialah 

a. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan 

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
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b. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan 

daerah, 

c. Mengefektifkan kerjasama internal, efesiensi organisasi dan semangat 

profesionalinsme  di lingkungan UPPRD Jatinegara, 

d. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat, 

e. Meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan yang 

berkelanjutan, 

f. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, 

g. Mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi 

UPPRD Jatinegara dan pihak terkait, 

h. Mengupayakan secara optimal penggalian potensi sumber-sumber 

pendapatan daerah yang baru, 

i. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non-manusiawi, 

j. Mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah. 

 

C. Struktur Organisasi UPPRD 

Secara umum, seluruh UPPRD yang ada pada kota Administrasi 

Jakarta Timur mempunyai struktur sebagain berikut : 

1. Kepala Unit, 

2. Subbagian Tata Usaha, 

3. Satuan Pelaksana Pelayanan, 

4. Satuan Pelaksana Pendataan,  
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5. Satuan Pelaksana Penagihan, dan  

6. Subkelompok Jabatan Fungsional.  

 

Bagan Susunan Organisasi UPPRD Jatinegara  tercantum dalam lampiran 

4. 

1. Kepala Unit mempunyai tugas:  

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, 

Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional, 

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD 

dan/ atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi UPPRD, dan  

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPPRD. 

 

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:  

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,  

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran UPPRD,  
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d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD,  

e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD; 

Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 

UPPRD,  

f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 

UPPRD,  

g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD,  

h. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan 

penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana 

kerja pada UPPRD,  

i. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 

kenyamanan kantor UPPRD,  

j. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD,  

k. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 

kelurahan sesuai lingkup wilayahnya,  

l. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan 

kegiatan serta akuntabilitas UPPRD, dan  

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbagian Tata Usaha. 

 

3. Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :  

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,  
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b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,  

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya,  

d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan 

daerah,  

e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan 

pendaftaran perpajakan daerah,  

f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan 

pembayaran pajak daerah,  

g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 

pajak daerah,  

h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang,  

i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/ bon, legalisasi 

penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain 

yang dipersamakan,  

j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan 

bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan,  

k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD 

dan NOPD,  

i. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak 

Daerah,  
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b. Menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat 

ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk 

salinannya,  

c. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 

pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; 

dan  

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Pelayanan. 

 

4. Satuan Pelaksana Pendataan mempunyai tugas :  

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,  

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya,  

d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan 

pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah,  

e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona 

Nilai Tanah,  
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f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 

pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 

penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah,  

g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 

pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah,  

h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi 

terkait, dan  

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Pendataan. 

 

5. Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas :  

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,  

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,  

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya,  

b. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan,  

c. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah,  

d. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD),  

e. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak,  

f. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah,  
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g. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 

pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan,  

h. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 

pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

pajak daerah sesuai dengan kewenangannya, dan  

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Penagihan. 

 

D. Kegiatan Umum UPPRD Jatinegara 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah Pasal 4 ayat (1) UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan 

pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya. Penjabaran dari tugas dan 

fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terutang pada pasal 4 ayat 

(3), yaitu : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD, 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD, 

c. Penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD, 

d. Pemberian informasi perpajakan daerah, 

e. Pelayanan, pendaftaran, penetapan, penilaian dan pendataan pajak daerah, 

f. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak 

daerah, 
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g. Pelayanan permohonan pemmbebasan, pengurangan, pembetulan, 

pembatalan, penghapusan dan keberatan pajak daerah sesuai dengan 

kewenangannya, 

h. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah, 

i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD, 

j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup 

Kecamatan, 

k. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak daerah 

pada lingkup Kecamatan, 

l. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD, 

m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD, 

n. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD.
2
 

                                                           
2  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

 Di Kantor UPPRD Jatinegara Praktikan ditempatkan di dua Satuan 

Pelaksana (Satpel), yaitu Satpel pendataan dan Satpel penagihan pajak. Di 

bagian tersebut, Praktikan diberikan beberapa tugas untuk menyelesaikan 

transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah, 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

 PBB-P2 sendiri merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. Besarnya pajak terutang PBB-P2 

ditentukan oleh keadaan dari bumi dan atau bangunan itu sendiri.  

 Transaksi yang berhubungan dengan PBB-P2 tidak hanya berupa 

penerimaan pembayaran pajak atas PBB-P2, tetapi ada juga transaksi 

ataupun permasalahan lain yang dihadapi oleh subjek pajak, seperti mutasi 

atau pecah PBB-P2, pengurangan atau kebaratan PBB-P2 ataupun 

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
3
 Dari permasalahan 

tersebut ada beberapa kegiatan yang ditugaskan kepada Praktikan untuk 

diselesaikan. Tugas tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
3  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014) 
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1. Pendataan Objek Pajak 

Pendataan objek pajak ini dilakukan karena adanya perubahan 

objek pajak dan retribusi daerah, dan juga merupakan usaha 

pengoptimalan penerimaan pajak daerah melalui upaya ekstensifikasi 

pajak, yaitu dengan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan 

pendaftaran baru serta melakukan penyesuaian tarif pajak daerah 

melalui usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda).
4
  

Disini pihak UPPRD Jatinegara menggali sumber-sumber baru 

dengan menyisir setiap tempat di wilayah kerja UPPRD Jatinegara, 

dan kadang juga bekerjasama dengan pihak Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) Kecamatan dan Kelurahan, dan Satpol PP. Objek pajak 

yang berada dibawah kekuasaan UPPRD Jatinegara yaitu, PBB-P2, 

BPHTB, Reklame , Pajak Air Bawah Tanah (PABT), pajak hotel, 

pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBB-KB). 

 

2. Mengisi dan Menghitung Form SPTPD dan SSPD 

Surat Pemberitahuann Pajak Daerah (SPTPD) digunakan oleh 

wajib pajak sebagai sarana pelaporan dan penghitungan pajak yang 

dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ada dua bagian yang harus diisi oleh 

wajib pajak. Yang pertama yaitu informasi mengenai objek pajak dan 

bagian kedua yaitu penghitungan pajak yang harus dibayar. SPTPD 

                                                           
4
 Upthumas01, “Pendataan Pajak Daerah”, http://bprd.jakarta.go.id/pendataan-pajak-daerah/ (diakses 

pada 12 November 2017) 

http://bprd.jakarta.go.id/pendataan-pajak-daerah/
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yang telah diisi harus disampaikan dalam jangka waktu 20 hari sejak 

berakhirnya masa pajak.
5
 

Disini pihak UPPRD Jatinegara, khususnya Satpel Penagihan 

mempunyai  tugas untuk meneliti ulang identitas wajib pajak serta 

objeknya, meneliti kebenaran penulisan, memverifikasi perhitungan 

nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak. 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran pajak. Setelah wajib pajak melakukan pelaporan 

dengan SPTPD, pihak UPPRD akan membuatkan SSPD sebagai syarat 

pembayaran di tempat pembayaran. Setelah wajib pajak melakukan 

pembayaran, wajib pajak harus memperlihatkan bukti pembayaran 

dengan lampiran SSPD. Setelah itu pihak UPPRD akan memberikan 

tanda tangan dan stempel pada SSPD sebagai tanda sah pembayaran. 

 

3. Membuat dan Mencetak  Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

STPD merupakan surat yang digunakan untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanki administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. Ada beberapa surat teguran yang dibuat oleh Praktikan 

berkaitan dengan objek pajak. Untuk membuat surat teguran Praktikan 

harus melihat tanggal jatuh tempo SSPD periode sebelumnya. Jika 

                                                           
5
 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  
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objek pajak sudah melewati jatuh tempo, Praktikan akan membuatkan 

surat teguran atas objek pajak tersebut.
6
 

 

4. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan yang berisi tentang 

pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak 

secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 

pemeriksaan. Dalam membuat LHP Praktikan di bantu oleh Satpel 

pendataan. Ada beberapa jenis LHP, diantaranya yaitu LHP untuk data 

baru, LHP untuk mutasi (tempat ataupun nama ), LHP Pecah, dan LHP 

Pembetulan. Bagian pertama LHP berisi tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh subjek pajak, bagian yang kedua berisi hasil 

pemeriksaan dan analisa petugas, bagian ketiga berisi informasi rinci 

tentang objek pajak dan letak objek pajak ada peta SIG. 
7
 

 

5. Pengurangan PBB-P2 

Kegiatan pengurangan PBB-P2 ini dilakukan oleh Satpel 

Penagihan. Ada beberapa jenis pengurangan yang bisa diajukan oleh 

wajib pajak. Yang pertama yaitu pengurangan karena ketidakmampuan 

wajib pajak  dalam membayar, dan yang kedua yaitu pembebasan 

                                                           
6  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014) 

7 Zulkifli, “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”,. 

https://zulkiflisasaja.wordpress.com/2014/10/02/pajak-bumi-dan-bangunan perdesaan-dan-perkotaan-pbb-p2/ 

(diakses pada 12 November 2017) 
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dalam rangka penghargaan atas jasa dan pengorbanan  wajib pajak. Di 

UPPRD Jatinegara sendiri hanya bisa melakukan pengurangan  PBB-

P2 atas dasar penghargaan.
8
 

Dalam penghitungan pengurangan ini, UPPRD Jatinegara 

berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang 

Pembebasan Sebagian PBB-P2 Kepada Veteran Pejuang 

Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa 

Bintang Gerilya, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden, 

Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan 

TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau 

Janda/Dudanya. 

 

6. Penginputan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pada Pajak Terutang 

Sanksi Administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan 

berdasarkan permohonan wajib pajak meliputi sanksi administrasi 

berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang. Pengurangan 

sanksi ini dapat dilakukan oleh wajib pajak karena mereka merasa 

tidak mampu untuk membayar keseluruhan pajak dan sanksinya. Lalu 

juga bisa dikarenakan kesalahan pada saat jual-beli objek pajak. 

Pembeli tidak memeriksa secara teliti ada sanksi yang berat pada objek 

                                                           
8 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota  Jakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan 

Sebagian PBB-P2 Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda 

Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil 

Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya 
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yang bersangkutan sehingga sanksi tersebut harus ditanggung oleh 

pembeli.
9
  

Jika pengurangan dan/atau  penghapusan ini dilakukan, dan 

diinput dalam SIM-PBB, maka hal ini akan menyebabkan bunga, 

denda, ataupun pajak terutang wajib pajak akan berkurang dan piutang 

pajak UPPRD juga akan berkurang. 

 

7. Pemeriksaan Pembayaran PBB-P2 

Pembayaran PBB-P2 dilakukan guna memastikan data yang 

ada pada SIM-PBB sudah sesuai dengan data yang dimiliki wajib. Hal 

ini akan mengurangi kesalahan-kesalahan awal yang terjadi pada 

pembuatan laporan realisasi penerimaan anggaran. 

Jika setelah pembayaran terjadi kesalahan, baik karena belum 

tercatat dalam sistem ataupun kesalahan menulis nominalnya, maka 

pajak terutang PBB-P2 yang sebenarnya harus dimasukkan ke dalam 

SIM-PBB untuk menyesuaikan keadaan yang sesungguhnya. Dalam 

pencatatannya, kesalahan ini akan berpengaruh kepada piutang 

ataupun jumlah tunggakan pajak. 

 

8. Rekap bayar BPHTB 

Merekap dan mengarsipkan BPHTB yang sudah diterima 

pembayarannya merupakan kegiatan selanjutnya yang Praktikan 

                                                           
9
 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota  Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah 



26 
 

 
 

laksankan. Perekapan dilakukan setelah penanggung atau pembayar 

dari BPHTB telah melunasi pajak terutang BPHTB. 

 

9. Pembuatan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah  

Laporan realisasi penerimaan pajak daerah merupakan laporan 

pertanggungjawaban UPPRD Jatinegara atas penerimaan pajak 

terutang yang telah dibayar oleh wajib pajak. Selain itu laporan ini 

juga dijadikan bahan evaluasi kinerja bagi Pihak UPPRD Jatinegara. 

Laporan yang setiap bulannya disusun ini selanjutnya akan di teruskan 

ke Badan Pengelola Kuangan Daerah (BPKAD). 

 

10. Pekan Panutan PBB-P2 

Pekan panutan merupakan kegiatan rutin tahunan UPPRD 

Jatinegara. Hal ini dilakukan selain untuk memberikan penghargaan 

kepada subjek pajak yang taat dalam pembayaran pajak terutang, juga 

diadakan kegiatan sosialisasi target dan capaian realisasi penerimaan 

pajak sampai pada bulan Agustus atau pada saat jatuh temponya pajak 

terutang. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

1. Pendataan Objek Pajak 

a. Pembuatan Formulir Pendataan Pajak 

Setelah Satpel Pendataan memeriksa objek pajak, Praktikan 

akan membuat formulir pendataan pajak untuk dibuatkan Surat 
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Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Satpel Pelayanan, sebagai 

bukti bahwa objek pajak tersebut telah mempunyai kewajiban 

untuk membayar pajak. Contoh format pendataan objek pajak 

terlampir pada lampiran 6. Dalam mengisi formulir pendataan, 

Praktikan mendapatkan informasi objek pajak dari pihak UPPRD 

Jatinegara yang ditugaskan dalam pemeriksaan  

b. Perekapan Pendataan  Pajak dan Retribusi Daerah 

Pendataan disini mencakup semua objek pajak yang ada di 

UPPRD Jatinegara. Untuk bulan Agustus, ada beberapa objek 

pajak yang dilakukan pendataan kembali oleh Praktikan, baik 

karena adanya perpanjangan objek pajak, penghapusan objek pajak 

(karena tutup atau bangkrut), ataupun data baru.  

Praktikan membuat dua perekapan, yang pertama 

merupakan rekap data bulan Agustus sampai September, dan yang 

kedua merupakan master rekap data objek pajak retribusi daerah, 

kecuali PBB-P2 dan reklame. Untuk perekapannya ada beberapa 

informasi yang harus Praktikan cantumkan, diantarannya yaitu 

jenis pajak, kategori pajak, NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah), 

nama objek pajak, alamat objek pajak, NPWP pemilik, nama 

pemilik, alamat pemilik dan kewenangan UPPRD Jatinegara. 

Contoh dari perekapan data objek pajak terlampir pada lampiran 5. 
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2. Mengisi dan Menghitung Form SPTPD dan SSPD 

Kegiatan ini Praktikan lakukan hanya pada saat akhir bulan, 

dimana wajib pajak baru membayar kewajibannya. Seharusnya 

Praktikan hanya membuat SKPD dan SSPD, tetapi minimnya 

pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pelaporan iniah yang 

membuat Praktikan juga mengisi SPTPD yang seharusnya diisi oleh 

wajib pajak.  

Ada 2 bagian SPTPD yang harus Praktikan isi. Bagian yang 

pertama yaitu mengisi informasi objek dan subjek pajak, dan yang 

kedua yaitu menghitung pajak terutang atas objek pajak.  Cara 

menghitung pajak terutang yaitu tarif pajak dikalikan dengan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai objek pajak. Untuk tanda tangan 

SSPD, tetap pihak UPPRD Jatinegara yang melakukannya. Praktikan 

lebih sering ditugaskan untuk menghitung pajak terutang dengan objek 

pajak restoran. Format SPTPD dan SSPD terlampir pada lampiran 7 

dan lampiran 8. 

 

3. Pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat yang 

dikeluarkan oleh UPPRD Jatinegara akibat adanya wajib pajak yang 

belum membayar denda, bunga ataupun kewajibannya. Untuk 

pencetakan skala kecil, STPD ini dapat cetak dari sistem, tapi untuk 

skala yang besar UPPRD Jatinegara membuat format yang sesuai 
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dengan aturan pemerintahan, dan menggabungkannya dengan data 

yang ada di SIM-PBB maupun portal pajak lain. Lalu pengerjaannya 

dilakukan menggunakan Ms. Word dan memasukkan menu mailing. 

Berikut cara pembuatan STPD dengan menggunakan sistem SIM-PBB 

a. Klik menu penagihan -> STP 

b. Klik rekam. Input data STPD (lampiran 9) 

c. Klik simpan. STPD dapat dicetak dengan klik tombol CETAK 

 

4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

a. Pembuatan LHP 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa LHP ini dibuat 

Satpel Pendataan setelah melakukan pemeriksaan atas objek tanah 

yang bermasalah atau yang akan diperbaharui. Informasi yang ada 

dalam form berita acara ini yaitu, pernyataan pertanggung jawaban 

atas hasil pemeriksaan, kelengkapan berkas objek pajak, hasil 

pemeriksaan lapangan dan analisa petugas, riwayat 

pembayaran/tunggakan, kesimpulan dan saran dan tampilan SPPT 

pemohon (lampiran 10). LHP ini sudah bisa dijadikan bukti yang 

valid bagi kepemilikan atas objek pajak.  

Pada bagian awal, yaitu “Kelengkapan Berkas”, berasal dari 

Satpel Pelayanan yang diberikan wajib pajak pada saat 

permohonan diajukan. Satpel Pelayanan akan memeriksa 

keseluruhan berkas dan juga kevalidannya. Setelah berkas 
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terkumpul, Satpel Pelayanan akan memberikan surat tugas 

pemeriksaan untuk Bagian Pendataan. 

Satpel Pendataan akan segera melakukan pemeriksaan, 

tetapi sebelum memulai pemerikasaan, Satpel Pendataan harus 

memeriksa kembali kevalidan berkas tersebut. Setelah melakukan 

pemeriksaan, Satpel Pendataan akan menganalisis kemungkinan 

atau keputusan yang akan diambil. 

Dalam form LHP, bagian “Hasil Pemeriksaan Lapangan 

dan Analisis Petugas”, merupakan uraian dari riwayat ataupun 

sejarah, kondisi, serta letak objek pajak pada peta SIG. Praktikan 

mengisi form ini dengan melihat keterangan-keterangan pada 

berkas objek pajak. Sedangkan untuk letak objek pajak, Praktikan 

harus membuka peta SIG dengan menggunakan akun dari pihak 

UPPRD Jatinegara. 

Pada bagian riwayat pembayaran,  Praktikan mengisinya 

dengan membuka SIM-PBB dan memasukkan NOP pada menu 

pembayaran pajak, maka akan keluar daftar riwayat objek pajak 

selama 24 tahun ke belakangan. 

LHP yang dikerjakan Praktikan sebagian besar hasil 

permohonannya diterima. Jadi pada bagian kesimpulan dan saran, 

Praktikan sudah diberitahukan bahwa semua LHP yang dikerjakan 

adalah LHP yang dapat dikabulkan. 
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b. Rekap LHP yang Sudah Diperiksa 

 

Setealah LHP selesai dilakukan pemeriksaannya, dokumen 

LHP dikembalikan lagi ke Satpel Pendataan dan direkap dahulu 

sebelum diteruskan ke bagian OC untuk dilakukan proses 

selanjutnya. Perekapan LHP meliputi tanggal dan juga hasil 

pemeriksaan (lampiran 11). 

 

5. Pengurangan PBB-P2 

a. Menghitung Prosentase Pengurangan 

Sudah dijelaskan sebelumnya, hanya pengurangan PBB-P2 

atas penghargaan yang dikerjakan di UPPRD Jatinegara. Format 

ataupun alur yang digunakan untuk pengurangan PBB-P2 sudah 

ada teknisnya pada PERGUB 84 Tahun 2013.  Kegiatan pertama 

yang Praktikan lakukan adalah memeriksa berkas dari Satpel 

Pelayanan dan menghitung prosentase pengurangan yang diberikan 

sesuai dengan faktor-faktor yang sudah ditentukan.  

Kegiatan yang kedua yaitu mengkomunikasikan kembali 

dengan Satpel Penagihan tentang kebenaran prosentase yang 

Praktikan lakukan. Dan kegiatan yang terakhir mencetak Surat 

Keterangan (SK) yang telah dibuat dan divalidasi oleh bagian OC. 

b. Melayani Pengambilan SK Pengurangan PBB-P2 

SK Pengurangan PBB-P2 bisa selesai pada waktu satu 

minggu. Setelah itu wajib pajak dihubungi untuk mengambil SK 

dan  guna menunjukan bukti pengurangan pada saat pembayaran di 

bank. Saat wajib pajak mengambil SK Pengurangan PBB-P2, 
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Praktikan harus memeriksa, PBB-P2 terutang sudah dikurangi 

pengurangan atau belum, jika sudah SK dapat diberikan kepada 

wajib pajak. Langkah untuk konfirmasi pengurangan PBB-P2 yaitu 

1. Masuk SIMPBB 

2. Akun pelayanan 

3. Pengurangan 

4. Buku penjagaan penyelesaian permohonan pengurangan  

5. Setelah itu lihat tanggal penyelesaian 

6. Apabila SK sudah tertera dalam form “Penjagaan Penyelesaian 

Permohonan Pengurangan” maka pengurangan tersebut 

dianggap sudah jadi (lampiran 12). 

c. Perekapan Pengurangan PBB  

Perekapan ini dilakukan untuk mengarsipkan atau 

dokumentasi objek pajak yang pernah dikenakan pengurangan, dan 

keterangan pengambilannya. Data awal objek pajak dalam 

perekapan diunduh dari SIM-PBB. Perekapan terakhir hanya 

menambahkan tanggal pengambilan SK dan pengambil SK tersebut 

(lampiran 13). 

 

6. Penginputan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pada Pajak Terutang 

Praktikan disini hanya melakukan input pada sistem. Pihak 

UPPRD Jatinegara yang melakukan teknis pengurangan dan/atau 
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penghapusan sanksi administrasi. Hal ini dikarenakan mekanisme yang 

rumit dan memerlukan pengawasan yang ketat.  

Memasukkan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi pada 

SIM-PBB dengan cara berikut : 

a. Klik menu pelayanan -> pengurangan -> laporan hasil penelitian 

lapangan 

b. Klik rekam  

c. Ketik nomor pelayanan  

d. Input data sesuai ketentuan (lampiran 14) 

e. Klik simpan. SK pengurangan sanksi dapat dicetak dengan tombol 

CETAK 

 

7. Memeriksa pembayaran PBB-P2 

a. Pemeriksaan Pembayaran PBB-P2 pada SIM-PBB 

Tanggal 31 Agustus adalah hari terakhir pembayaran PBB-

P2, sehingga 7 hari sebelum  tanggal tersebut, UPPRD Jatinegara 

mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada seluruh wajib pajak 

atas objek PBB-P2 yang belum membayar pajak terutangnya. Surat 

Pemberitahuan ini berisi tunggakan pajak sebelum tahun  2017 dan 

juga pajak terutang 2017. Surat ini juga dijadikan sebagai alat 

konfirmasi UPPRD Jatinegara dan juga masyarakat Jatinegara 

untuk mengkonfirmasi kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan 

dalam sistem SIM-PBB. 
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Selain untuk menyesuaikan, pemeriksaan pembayaran PBB-

P2 juga digunakan untuk memantau perusahaan-perusahaan besar 

yang belum membayar pajak terutangnya atas objek pajak tanah 

dan bangunan. Hal ini dikarenakan penerimaan utama PBB-P2 dari 

perusahaan besar tersebut. Cara memeriksa pembayaran PBB-P2 

adalah sebagai berikut : 

1. Masuk pada SIM-PBB 

2. Pilih akun pelayanan, lalu klik data wajib pajak 

3. Lalu masukkan nomor NOP 

4. Klik enter, lalu akan keluar data pembayaran atas objek pajak 

(lampiran 15) 

b. Memasukkan PBB-P2 setelah konfirmasi 

Jika benar terjadi kesalahan ataupun ketidaksesuaian antara 

data UPPRD Jatinegara dengan data yang dipegang oleh wajib 

pajak. Praktikan akan membuat surat pengantar kepada bank yang 

digunakan jasanya oleh wajib pajak untuk menunjukan bukti 

pembayaran tersebut. 

Setelah mendapat konfirmasi dari bank, pihak UPPRD 

Jatinegara akan melakukan penyesuaian dengan mencatat 

pembayaran tersebut dalam SIM-PBB input pembayaran pokok 

PBB-P2 adalah sebagai berikut 

1. Klik menu pembayaran -> pembayaran pokok/angsuran -> 

pembayaran poko/perhitungan WP 
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2. Klik rekam /edit ketik nomor pelayanan. 

3. Input data sesuai ketentuan (lampiran 16) 

4. Surat keterangan pembayaran pokok pajak terlebih dahulu 

dapat dicetak dengan klik tombol CETAK 

 

8. Perekapan BPHTB  

Perekapan ini merupakan perekapan BPHTB yang sudah 

divalidasi sebagai data bagi UPPRD Jatinegara. Perekapan ini 

mencakup hari dan tanggal cek lapangan, nama wajib pajak, alamat 

subjek pajak, alamat objek pajak, luas tanah dan bangunan, jumlah 

BPHTB yang harus dibayar, tanggal pembayaran, NJOP tanah dan 

bangunan, jenis perolehan, NOP, hasil pemeriksaan, nomor LHP 

(lampiran 17) 

 

9. Pembuatan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Disini Praktikan hanya membuat laporan realisasi penerimaan 

pajak atas objek PBB-P2. Data yang digunakan untuk membuat 

laporan ini adalah data yang valid, data yang sudah diperiksa ulang 

oleh Satpel Penagihan, sehingga memudahkan Praktikan untuk 

mambuat laporan ini.  Praktikan diajarkan membuat beberapa laporan, 

diantaranya yaitu : 

a. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 yang hanya sampai 

pada bulan Agustus 2017. 
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Data yang dicetak sudah tersedia dalam SIM-PBB, disini 

Praktikan hanya menggabungkan penerimaan PBB-P2 dengan 

pajak lainnya. Dan juga mencatat penerimaan sanksi, bunga dan 

denda yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Realisasi 

penerimaan pajak daerah bulan Agustus 2017 UPPRD Jatinegara 

terlampir dalam lampiran 18. 

b. Evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan 31 

Agustus 2017. 

Sedangkan evaluasi realilsasi penerimaan pajak merupakan 

akumulasi seluruh pajak dari bulan Januari sampai dengan bulan 

Agustus. Ada 2 cara untuk membuat laporan ini. Yang pertama 

yaitu dengan menarik seluruh data melalui SIM-PBB dan yang 

kedua yaitu dengan mengakumulasikan dari laporan realisasi 

sebelumnya. Evaluasi realisasi penerimaan pajak UPPRD 

Jatinegara sampai dengan 31 Agustus 2017 terlampir pada 

lampiran 19. 

Disini Praktikan memisahkan ataupun menjabarkan mana 

piutang dan mana piutang yang telah menjadi tunggakan, dan mana 

saja tunggakan yang telah dibayar. Data diambil dari SIM-PBB 

dengan format excel. Untuk piutang yang melewati jatuh tempo 

akan langsung dipindahkan ke dalam akun tunggakan. Dan 

tunggakan tahun sebelumnya yang sudah dibayar akan dimasukkan 

dalam penerimaan pajak daerah dengan mengurangi tunggakan. 
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10. Kapatuhan wajib pajak daerah 

Laporan ini merupakan analisis dari perbandingan antara SPPT 

yang sudah di diterbitakan dengan SPPT yang sudah dikembalikan 

(lampiran 20). Semakin banyak SPPT yang sudah dikembalikan maka 

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak 

terutang. 

 

11. Pekan Panutan PBB-P2 

Pekan panutan merupakan kegiatan rutin tahunan UPPRD 

Jatinegara, yang merupakan salah satu cara untuk memberikan 

apresiasi kepada wajib pajak yang telah melunasi pajak terutangnya, 

dan juga sekaligus mengajak masyarakat sebagai wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajak terutang PBB-P2. Selain itu, pada acara 

pekan panutan juga disampaikan target dan juga realisasi PBB-P2 

sampai bulan Agustus. UPPRD Jatinegara mengadakan pekan panutan 

pada tanggal 25 Agustus 2017, dengan mengundang 150 wajib pajak 

yang telah dan akan membayar pajak terutangnya. Disini Praktikan 

ditugaskan untuk melakukan administrasi, membantu mengarahkan 

wajib pajak yang akan membayar pajak terutangnya, dan memberikan 

sertifikat penghargaan. 
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C. Kendala 

Pada saat Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ada 

beberapa kendala yang Praktikan alami. Meskipun begitu, Praktikan 

mampu menyelesaikannya. Kendala tersebut diantaranya : 

1. Pada saat awal pengerjaan tugas, Praktikan hanya di tugaskan untuk 

mengerjakan suatu kegiatan tanpa memahami makna dari pengerjaan 

kegiatan tersebut. 

2. Pemberkasan data yang kurang lengkap, hal ini menyulitkan Praktikan 

dalam pengecekan data atas permohonan objek pajak. Selain itu, dalam 

pembuatan formulir pendataan data baru yang telah diperiksa oleh 

Satpel Pendataan sedikit menyulitkan Praktikan, karena Praktikan 

hanya mencatat kembali hasil pemeriksaan tanpa tahu keadaan yang 

sebenarnya, sehingga banyak kesalahan yang Praktikan lakukan. 

3. Saat menghubungi wajib pajak terkait pengambilan SK pengurangan 

dan juga penginformasian surat teguran dan surat pemberitahuan, 

Praktikan sering dihadapkan dengan wajib pajak yang kurang mengerti 

akan isi dari surat tersebut, sehingga tidak sedikit wajib pajak yang 

melakukan protes atau komplain. 

4. Sering terjadi error pada SIM-PBB, sehingga pada saat ada pelayanan 

pajak, Praktikan harus menunggu sampai SIM-PBB kembali lancar. 

5. Banyaknya data membuat Praktikan kesulitan untuk menggunakan 

rumus-rumus dalam Ms. Excel untuk menyelesaikan laporan realisasi 
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penerimaan pendapatan daerah ataupun laporan 

pertanggungjawabannya. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dari berbagai kendala di atas, Praktikan mencari berbagai solusi 

untuk menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya yaitu 

1. Praktikan membaca berbagai peraturan daerah maupun peraturan 

gubernur DKI Jakarta yang terkait dengan pendataan ataupun 

permasalah objek pajak, sehingga Praktikan memahami apa yang 

sedang Praktikan kerjakan. 

2. Bertanya kepada berbagai Satpel tentang kejelasan informasi dan data 

yang menurut Praktikan belum jelas, sehingga dapat mengurangi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan Praktikan. 

3. Pada saat terjadi komplain ataupun protes dari wajib pajak, Praktikan 

mencoba menjelaskan maksud dari surat atau SK yang 

dipermasalahkan oleh wajib pajak dengan informasi yang Praktikan 

miliki. 

4. Saat terjadi error pada SIM-PBB, Praktikan akan mencatat transaksi 

yang terjadi pada kertas dahulu, dan mengerjakan kegiatan yang lain. 

Setelah SIM-PBB kembali berjalan normal, Praktikan akan 

memasukkan transaksi tersebut ke dalam sistem. 

5. Untuk pengerjaan laporan realisasi, Praktikan meminta bantuan kepada 

Satpel Penagihan untuk membantu menyelesaikannya.  
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BAB IV 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Dalam dunia perkuliahan kita juga membutuhkan gambaran 

langsung bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Untungnya 

Universitas Negeri Jakarta memiliki program Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) yang memudahkan mahasiswa merasakan secara langsung 

bagaimana terjun di dunia kerja selama beberapa minggu. 

Selain itu, banyak manfaat dari PKL di Kantor UPPRD Jatinegara 

yang dirasakan oleh Praktikan, antara lain : 

1. Praktikan mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan seorang akuntan, 

khususnya di instansi perpajakan daerah, 

2. Praktikan mengatahui bagaimana proses akuntansi yang terjadi di 

UPPRD Jatinegara, 

3. Praktikan belajar membangun hubungan atau komunikasi antar 

pegawai dalam lingkungan kerja. Karena seperti kita tahu bahwa 

komunikasi itu penting, sehingga sebuah pekerjaan akan mudah 

diselesaikan. 

4. Dengan adanya PKL maka Praktikan memiliki tempat untuk 

menerapkan hasil pembelajaran yang diperoleh di dalam kelas. Hal ini 

menambah ilmu Praktikan tentang akuntansi dalam instansi 

kepemerintahan
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b. Saran 

Setelah melaksanaka PKL kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) 

bulan, Praktikan memiliki beberapa saran yang mungkin dapat 

memperbaiki apa yang kurang dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, 

baik dari diri Praktikan, universitas, ataupun instansi. Berikut beberapa 

saran yang membangun : 

1. Bagi Praktikan 

a. Seharusnya memproses administrasi PKL jauh-jauh hari agar 

memperlancar jalannya proses PKL 

b. Perhatikan bidang yang akan dikerjakan dalam perusahaan atau 

instansi lain, dan pastikan bidang tersebut sudah sesuai dengan apa 

yang diperoleh di bangku kuliah.  

c. Praktikan harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung 

jawab dan juga kehati-hatian. Karena selain mempertaruhkan nama 

individu, tetapi juga membawa nama baik universitas. 

d. Menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan pegawai 

perusahaan atau instansi agar proses kerja dan proses belajar akan 

berjalan dengan lancar. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memberikan bimbingan sebelum PKL di laksanakan. Hal ini 

dilakukan agar mahasiswa yang baru merasakan PKL memiliki 

gambaran tentang apa yang akan mereka kerjakan 
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b. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi lain yang 

pernah bekerjasama untuk penempatan PKL, supaya untuk 

penempatan selanjutnya lebih mudah. 

3. Bagi UPPRD Jatinegara 

a. Sebaiknya karyawan diberikan terlebih dahulu diberikan 

penyuluhan tentang bagaimana mengarahkan mahasiswa yang 

sedang melakukan PKL, tentang apa saja kegiatan yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa dan kegiatan tersebut berhubungan dengan bidang 

mahasiswa tersebut. 

b. Setelah pengerjaan kegiatan selesai, sebaiknya pihak UPPRD 

Jatinegara menjelaskan apa makna atau isi informasi dari kegiatan 

yang dikerjakan oleh Praktikan. 

c. Ada 9 (sembilan) objek pajak yang dikelola oleh UPPRD 

Jatinegara, seharusnya Praktikan lebih diajarkan objek pajak lain, 

selain PBB-P2, 

d. Untuk hal-hal yang lebih menyangkut inti dari suatu kegiatan, 

seperti laporan pertanggungjawaban atas penerimaan pajak dan 

retribusi, sebaiknya Praktikan lebih diajarkan untuk 

mengerjakannya. 

Itulah  beberapa saran yang dapat Praktikan berikan setelah 

melakukan PKL di Kantor UPPRD Jatinegara. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

FORMAT PENILAIAN 

SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

Nama   : Deni Purwati 

No. Reg : 8105152223 

Program Studi : Pendidikan Ekonomi 

No Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 

A. Penilaian Laporan Praktik Kerja Lapangan 

1 

Format Makalah 

a. Sistematika Penulisan 

b. Penggunaan bahasa yang baku, baik dan 

benar 

0-15 

 

2 

Penyajian Laporan 

a. Relevansi topik dengan keahlian bidang 

studi 

b. Kejelasan uraian 

0-25 

 

3 

Informasia 

a. Keakuratan informasi 

b. Relevansi informasi dengan uraian 

tulisan 

0-15 

 

B. Penilaian Presentasi Laporan 

1 

Penyajian 

a. Sistematika penyajian 

b. Penggunaan alat bantu 

c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, 

benar dan efektif 

0-20 

 

2 

Tanya Jawab 

a. Kemampuan jawaban 

b. Kemampuan mempertahankan argumen 

0-20 

 

Jumlah 100  

Jakarta,  

Penilai 

 

 

 

…………………….. 
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Lampiran 2 – Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 

 

Sumber : Universitas Negeri Jakarta  
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Lampiran 3 - Surat Persetujuan Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 

  

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta 
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Lampiran  4 - Struktur Organisasi UPPRD Jatinegara 

 

 

Kepala UPPRD Jatinegara 

Wigat Prasetyo, SE. M.Si 

Kepala Sub. Bagian Tata 

Usaha 

M. Junaedi 

Staf Sub. Bagian Tata 

Usaha 

1. Elvrida Jayanti 

Kepala Satuan Pelaksana 

Pelayanan 

Puji Amrih Larasati 

Kepala Satuan Pelaksana  

Pendataan 

Doni Graha Saputra 

Kepala Satuan Pelaksana  

Penagihan 

H. Kukun Agung Sulistyo 

1. Daryanto Subekti 

2. Diah Arie Cahyanti 

3. Ajeng Hadelia 

1. Untung Sumeri 

2. Arris Setiady 
1. Evi Ratna Wulandari 
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Lampiran 5 - Format Pendataan Objek Pajak 

 

 

Sumber : Satpel Pendataan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 6 – Formulir Pendataan Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satpel Pelayanan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 7 – Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satpel Penagihan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 8 – Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satpel Penagihan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 9 – Menu Pencetakan STPD di SIM-PBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satpel Penagihan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 10 – Format Hasil Pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satpel Pendataan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 11 – Format Hasil Pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satpel Pendataan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 12 – Buku Penjagaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satpel Penagihan  UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 13 – Format Perekapan Pengurangan PBB-P2 

 

 

 

Sumber : Satpel Penagihan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 14 – Menu Pengurangan PBB-P2 pada SIM-PBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sumber : Satpel Penagihan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 15 – Form data Pembayaran Objek Pajak 

 

 

Sumber : Sumber : Satpel Penagihan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 16 – Form untuk Memasukkan PBB-P2 Setelah Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sumber : Satpel Penagihan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 17 – Format Perekapan BPHTB 

 

 

Sumber : Satpel Pendataan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 18 - Lampiran Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 

 Sumber : Satpel Pendataan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 19 – Lampiran Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Sampai Dengan 31 Agustus 2017 

 

Sumber : Satpel Pendataan UPPRD Jatinegara 

  



63 
 

 
 

Lampiran 20 - Kapatuhan Wajib Pajak Daerah 

 

Sumber : Satpel Pendataan UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 21 - Jadwal Kegiatan PKL 

 

No Kegiatan/Bulan Agustus 

2017 

Agt 

2017 

Sept 

2017 

Okt 

2017 

Nov 

2017 

1 Pendaftaran PKl      

2 Kontrak denggan perusahaan 

untuk tempat PKL 

     

3 Surat permohonan PKL ke 

perusahaan  

     

4 Konfirmasi penerimaan PKL 

dari perusahaan 

     

5 Pelaksanaan program PKL      

6 Penulisan laporan PKL      

7 Penyerahan laporan PKL      

8 Koreksi laporan PKL      

9 Penyerahan koreksi laporan 

PKL 

     

10 Batas akhir penyerahan 

lapopran PKL 
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Lampiran 22 - Log Kegiatan Harian 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Pembimbing 

Selasa, 18 Juli 2017  Perkenalan 

 Penempatan Satpel 

bagian pendataan 

 Penugasan perekapan 

BPHTB 

- Semua staff 

UPPRD 

Jatinegara 

Rabu, 19 Juli 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pendataan kos 

 Pembuatan formulir data 

baru 

- Untung Sumeri 

Kamis, 20 Juli 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pendataan hotel 

 Rekap SPPT balik 

 Rekap LHP yang sudah 

diperiksa 

- Untung Sumeri 

Jumat, 21 Juli 2017  Izin UAS 

Senin, 24 Juli 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pendataan parkir 

 Pembuatan formulir data 

baru 

- Untung Sumeri 

Selasa, 25 Juli 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB  

 Pendataan restoran 

 Pembuatan formulir data 

baru 

- Untung Sumeri 

Rabu, 26 Juli 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pembuatan LHP 

 Rekap LHP yang sudah 

diperiksa 

- Untung Sumeri 

Kamis, 27 Juli 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pembuatan Laporan 

Hasil Pemeriksaan 

- Untung Sumeri 

Jumat, 28 Juli 2017  Izin Sakit 

Senin, 31 Juli 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pembuatan Laporan 

Hasil Pemeriksaan 

- Untung Sumeri 
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Selasa, 01 Agustus 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB Pembuatan 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

- Untung Sumeri 

Rabu, 02 Agustus 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pembuatan Laporan 

Hasil Pemeriksaan 

 Rekap LHP yang sudah 

diperiksa 

- Untung Sumeri 

Kamis, 03 Agustus 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

 Pembuatan Laporan 

Hasil Pemeriksaan 

- Untung Sumeri 

Jumat, 04 Agustus 2017  Penugasan perekapan 

BPHTB 

  Pembuatan Laporan 

Hasil Pemeriksaan 

- Untung Sumeri 

Senin, 07 Agustus 2017  Pembuatan SPTPD 

  Pengurangan PBB-P2 

- Evi Ratna W 

Selasa, 08 Agustus 2017  Membuat dan mencetak  

Surat Teguran 

- Evi Ratna W 

Rabu, 09 Agustus 2017  Pengurangan PBB-P2 

 Melayani pengambilan 

SK pengurangan 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

- Evi Ratna W 

Kamis, 10 Agustus 2017  Mengisi dan menghitung 

form SPTPD dan SSPD 

 Melayani pengambilan 

SK pengurangan 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

- Evi Ratna W 

Jumat, 11 Agustus 2017  Mengisi dan menghitung 

form SPTPD dan SSPD 

 

- Evi Ratna W 

Senin, 14 Agustus 2017  Melayani pengambilan 

SK pengurangan 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

 Menginput pengurangan 

PBB-P2 

- Evi Ratna W 

Selasa, 15 Agustus 2017  Mengisi dan menghitung 

form SPTPD dan SSPD 

- Evi Ratna W 
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 Menginput pengurangan 

PBB-P2 

Rabu, 16 Agustus 2017  Melayani pengambilan 

SK pengurangan 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

- Evi Ratna W 

Kamis, 17 Agustus 2017  Libur HUT RI 

ke-74 

Jumat, 18 Agustus 2017  Pengurangan Sanksi 

Pada Aplikasi SIM-PBB 

- Evi Ratna W 

Senin, 21 Agustus 2017  Menghitung Prosentase 

Pengurangan 

 Pengurangan Sanksi 

Pada Aplikasi SIM-PBB 

- Evi Ratna W 

Selasa, 22 Agustus 2017  Menghitung Prosentase 

Pengurangan 

- Evi Ratna W 

Rabu, 23 Agustus 2017  Menghitung Prosentase 

Pengurangan 

- Evi Ratna W 

Kamis, 24 Agustus 2017  Pengurangan Sanksi 

Pada Aplikasi SIM-PBB 

 Memeriksa pembayaran 

PBB-P2 

- Evi Ratna W 

Jumat, 25 Agustus 2017  Pekan panutan 

 Memeriksa pembayaran 

PBB-P2 

- Untung Sumeri 

- Ajeng Hadelia 

- Doni Nugraha 

- Kukun Agung S 

Senin, 28 Agustus 2017  Melayani pengambilan 

SK Pengurangan PBB-

P2 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

 Memeriksa pembayaran 

PBB-P2 

- Evi Ratna W 

Selasa, 29 Agustus 2017  Membuat dan mencetak  

Surat Teguran 

 Melayani pengambilan 

SK Pengurangan PBB-

P2 

 Memeriksa pembayaran 

PBB-P2 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

 Memasukkan PBB-P2 

setelah konfirmasi 

- Evi Ratna W 
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Rabu, 30 Agustus 2017  Pembuatan laporan 

realisasi penerimaan 

pendapatan daerah 

 Melayani pengambilan 

SK Pengurangan PBB-

P2 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

 Memeriksa pembayaran 

PBB-P2 

 Memasukkan PBB-P2 

setelah konfirmasi 

- Evi Ratna W 

Kamis, 31 Agustus 2017  Pembuatan laporan 

kepatuhan wajib pajak 

 Melayani pengambilan 

SK Pengurangan PBB-

P2 

 Perekapan pengurangan 

PBB 

 Memeriksa pembayaran 

PBB-P2 

 Memasukkan PBB-P2 

setelah konfirmasi 

- Evi Ratna W 
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Lampiran 23 – Penilaian Praktik Kerja Lapangan oleh UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 24- Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 25 – Foto Bersama Seluruh Karyawan UPPRD Jatinegara 

 

 

 

 

  


